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ABSTRAK 

 

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PELAKSANAAN 

PENJUALAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH  

KOTA METRO 

Oleh:  

NURMA DESTIANA  

NPM. 13112599 

 

Hukum Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh 

orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak 

berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan 

tidak komersial menurut prinsip syariah, salah satunya adalah pegadaian syariah. 

gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin 

sebagai barang jaminan atau marhun atas utang/pinjaman atau marhun bih yang 

diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Lelang sebagai upaya 

eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang 

merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Syariah apabila 

ada nasabahnya yang wanprestasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah terhadap pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian syariah Kota 

Metro. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai upaya 

memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama 

terkait masalah konsep penjualan barang gadai serta diharapkan dapat berguna 

untuk pihak pegadaian syariah dan masyarakat sebagai bahan informasi bagi 

pihak-pihak yang ingin mengetahui prosedur penjualan barang gadai. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun 

data kualitatif. Data diperoleh dari pihak Pegadaian Syariah Kota Metro dan 

anggota baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan 

terhadap manager/pengelola, penaksir, dan nasabah Pegadaian Syariah Kota 

Metro. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis 

kualitatif melalui pendekatan induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pelaksanaan penjualan 

barang gadai di Pegadaian Syariah yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah 

dan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 terletak pada proses 

penjualan barang gadai yang sebelumnya memberikan surat pemberitahuan 

terlebih dahulu, dihadiri oleh penggadai dan sisa penjualan digunakan untuk 

melunasi utang, biaya penyimpanan barang gadai dan pemeliharaan, serta biaya 

penjualan. Sedangkan praktek yang tidak sesuai terletak pada sisa hasil penjualan 

barang gadai yang mana terdapat potongan untuk pembayaran administrasi 

tambahan sebesar Rp. 10.000,-/hari terhitung dari Surat Pemberitahuan 

Pelelangan barang gadai diberikan sebagai pembayaran denda keterlambatan 

pelunasan utang. Selain itu persentase yang dibebankan oleh Pegadaian Syariah 

sebesar 2%, Fatwa Dewan Syariah 1% dan Hukum Ekonomi Syariah tidak 

menyebutkan persentasenya. 
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MOTTO  

 

                          

                             

                 

 

Artinya:  “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah 

kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa 

yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. (Q.S. Al- Baqarah: 283) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh 

dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam 

persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-

nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut. Hal ini 

termasuk juga dalam sistem pegadaian syariah sebagai bagian dari sistem 

perekonomian yang ada dalam Islam.
1
 

Era globalisasi membawa dampak pada perkembangan di berbagai 

bidang dan lini.
2
 Begitupun juga perkembangan dunia bisnis akan berbanding 

lurus dengan perkembangan akan kebutuhan kredit, serta pemberian fasilitas 

kredit yang selalu memerlukan jaminan. Karena hal tersebut semata-mata demi 

keamanan pemberian kredit, sehingga piutang yang dipinjamkan terjamin 

dengan adanaya jaminan. Dalam konteks inilah pentingnya lembaga jaminan 

tersebut. 

Saat ini seseorang dapat dengan mudah memperoleh uang tunai dengan 

mengagunkan barang berharganya termasuk emas sebagai jaminan melalui 

sistemgadai. Salah satu lembaga yang melayani gadai di Indonesia adalah 

Pegadaian Syariah Metro. Seiring berkembangnya sistem gadai di Indonesia, 

                                                 
1
Masmuah, Sukresno, “Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank 

BRI Syariah Kudus” dalam Jurnal Sosial Budaya, Vol 6, No 1 (2013), h.42. 
2
Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik (e-commerce) Dalam Perspektif Fikih”, dalam 

Jurnal Hukum Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan), Volume 10, Nomor 2, Desember 2012, h. 

157 



 

 

2 

Pegadaian Syariah Metro mengembangkan bisnis gadai dengan sistem syariah. 

Peluang bisnis syariah dirasa sangat menguntungkan mengingat mayoritas 

penduduk Indonesia khususnya Kota Metro beragama Islam. Sistem syariah 

diharapkan mampu memberi ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh 

pinjaman secara benar dan halal. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai 

yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas 

pinjaman yang diperoleh.  

Dalam transaksi gadai syariah (Rahn) uang atau dana yang dipinjamkan 

berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang 

tersebut. Perbedaan mendasar antaragadai konvensional dan gadai syariah 

terletak pada implementasi bunga. Untuk menghindari adanya unsur riba pada 

gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah 

menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti 

melalui akad qardhul hasan, akad mudharabah, akad ijarah, akad rahn, akad 

ba’i muqayyadah, dan akad musyarakah. 

Lembaga jaminan memiliki ciri-ciri yang hampir dikenal secara umum, 

yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal. Gadai merupakan 

lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, 

dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan.
3
 

Pegadaian adalah sebuah lembaga di Indonesia yang usaha intinya adalah 

                                                 
3
Adilla Sarah Erlangga, “Operasional Gadai dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian 

(Persero) Surabaya” dalam Jurnal Akuntansi Unesa, Muria Kudus University, Vol 2, No 1, tahun 

2013, h. 2 



 

 

3 

bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum 

gadai. 

Gadai pada prinsipnya adalah memberikan jaminan bahwa seseorang 

bisa membayar hutangnya.
4
 Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, 

maka kreditur dalam hal ini pegadain syariah berhak melelang benda jaminan 

dari debitur. Pada kenyatannya, tidak semua benda jaminan ditebus oleh 

debitur. Benda yang tidak ditebus oleh debitur kemudian dilelang oleh 

pegadaian. Pengelolaannya pun tidak terlepas dengan adanya permaslahan 

seperti kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan 

dilelang, barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman 

maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi. 

Gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penjamin 

kepercayaan dalam utang-piutang. Barang gadai boleh dijual kalau utang tidak 

dapat dibayar, karena penjualan itu haruslah dengan keadilan.
5
 Pelelangan 

merupakan pola penyesuaian eksekusi marhun (barang jaminan gadai) yang 

telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh rahin. Pelelangan sendiri 

menjadi mitra tersendiri bagi masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai 

dengan taksiran harga second yang ada dipasar. Pelelangan benda jaminan 

gadai dipegadaian syariah dilakukan dengan cara marhun dijual kepada 

nasabah, dan nantinya marhun diberikan kepada nasabah yang melakukan 

                                                 
4
Ahmad Supriyadi, “Struktur HUKUM Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum 

Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis NormatifTerhadap Praktek Pegadaian Syariah di 

Kudus)” dalam EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam, STAIN Kudus, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 

2010, h. 18 
5
Susanti, “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di 

Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang” dalam Intelektualita, IAIN Raden Fatah, 

Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 45 
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kesepakatan harga pertama kali. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan sistem 

pelelangan yang dilakukan pada pegadaian konvensional, dimana marhun 

diberikan kepada nasabah yang berani menawar dengan harga yang paling 

tinggi. 

Aktivitas perjajian gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya 

praktik pemungutan bunga karena larangan syara’.
6
 Gadai ialah menjadikan 

suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, 

dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang 

dapat diterima.
7
 Perkembangan lembaga pegadaian syariah ibarat jamur pada 

musim hujan, seirama dengan perkembangan pegadaian konvensional 

meskipun secara kuantitas kantor jaringan, nasabah, omzet, dan laba masih 

belum besar.
8
 

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang 

pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/peminjam ada kalanya tidak 

memenuhi kewajibannya sesuai peringatan yang disepakati. Setelah melalui 

peringatan terlebih dahulu, namun diindahkan dan tidak melakukan 

perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil 

pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang 

dibawah kekuasaannya. 

                                                 
6
S. Purnamasari, “Upaya-upaya Pegadaian Syariah dalam Mengentaskan Praktik Riba” 

dalam e-Proceeding of the 3rd International Conference on Arabic Studies and Islamic 

Civilization ICASIC2016 (e-ISBN 978-967-0792-08-8). 14-15 March 2016, Kuala Lumpur, 

Malaysia. Organized by di akses di http://WorldConferences.net, h. 212 
7
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h.106 

8
Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putro, dkk., “Dinamika Perkembangan Pegadaian Syariah 

di Indonesia”, dalam The 4th University Research Colloquium (URECOL) 2016, (Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta), tanpa nomor dan volume, h. 27, diakses pada 

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7727,  h. 25 
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Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah 

ditetapkan penerima gadai (rahin) masih tidak dapat melunasi uang 

pinjamannya (marhun bih), maka akan dilakukan proses pelelangan barang 

gadai atau jaminan (marhun).
9
 

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tata cara pelaksanaan 

penjualan barang gadai: 

1. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi 

gadai untuk segera melunasi utangnya. 

2. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta 

gadai dijual paksa melalui lelang syariah. 

3. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya 

penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan. 

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan 

kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.
10

 

 

Prosedur penjualan barang gadai terdapat dalam Fatwa DSN No.25 

tahun 2002 pada Ketentuan Umum bagian 5 (lima) tentang Penjualan Marhun 

sebagai berikut: 

1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk 

segera melunasi utangnya. 

2. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun 

dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 

3. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan. 

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya 

menjadi kewajiban rahin.
11

 

 

Pegadaian Syariah di Jalan Ahmad Yani Iring Mulyo merupakan satu-

satunya pegadaian syariah yang berdiri di Kota Metro. Dan Pegadaian Syariah 

adalah Lembaga Keuangan non Bank yang beroperasi dengan prinsip 

                                                 
9
 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 203 

10
 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 403 ayat (1), (2), (3), (4).  

11
 Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 



 

 

6 

managemen syariah, yaitu dengan menggunakan sistem-sistem atau cara-cara 

muamalah yang Islami. 

Dalam melaksanakan operasionalnya, Pegadaian Syariah Kota Metro 

dalam melaksanakan tata cara pelelangan menyatakan bahwa apabila terdapat 

Rahin yang tidak mampu membayar hutang dengan menebus barang yang 

dijadikan jaminan maka pihak Pegadaian Syariah Kota Metro memberi 

peringatan melalui pesan teks, namun apabila tidak ada konfirmasi dari pihak 

Rahin maka pihak pegadaian melakukan peringatan kedua dengan 

menghubungi pihak Rahin melalui via telepon, apabila tidak ada respon dari 

rahin maka pihak Pegadaian Syariah memberikan surat peringatan secara 

tertulis, setelah itu jika masih saja tidak ada konfirmasi dari Rahin maka pihak 

pegadaian mengirimkan surat kepada Rahin melalui Kepala Desa tempat Rahin 

berdomisili. Apabila Rahin tidak ada itikad baik, maka pihak pegadaian 

melakukan pelelangan terhadap barang jaminan hutang Rahin yang sudah jatuh 

tempo. 

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan di Pegadaian Syariah 

Kota Metro, Bapak Ghofur selaku salah satu rahin yang menggadaikan 

laptopnya di Pegadaian Syariah Kota Metro mengatakan bahwa peringatan 

yang diberikan oleh pihak pegadaian mengenai pelelangan barang gadai hanya 

dilakukan sekali. Padahal, dari pihak Pegadaian Syariah memberikan 

peringatan sebanyak tiga kali. Pihak rahin kemudian meminta perpanjangan 

waktu tempo untuk membayar hutang piutangnya. Pihak pegadaian 

memberikan perpanjangan waktu, akan tetapi setelah jatuh tempo memang 

rahin tetap tidak bisa membayar. Pihak pegadaian tidak mengkonfirmasi 
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kepada pihak rahin untuk memperingatkan kembali pihak Rahin akan hutang 

yang jatuh tempo. Pihak pegadaian melelang barang jaminan hutang tanpa 

konfirmasi peringatan ulang kepada Rahin. Setelah barang gadai dijual, sisa 

dari penjualan tidak diserahkan seutuhnya kepada pihak rahin.
12

 

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis melakukan penelitian 

agar mengetahui pelaksanaan penjualan barang gadai, dengan itu penulis 

mengambil judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan 

Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Dengan melihat latar belakang di atas maka muncul suatu pertanyaan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadain Syariah Kota 

Metro? 

2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan 

penjualan barang gadai di Pegadaian syariah Kota Metro? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

a. Untuk  mendeskripsikan pelaksanaan penjualan barang gadai di 

Pegadain Syariah Kota Metro. 

b. Untuk  memaparkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian syariah Kota Metro. 

                                                 
12

 Wawancara dengan Bapak Ghofur selaku penggadai pada tanggal 01 Desember 2016 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoretis sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam 

bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah konsep 

penjualan barang gadai. 

b. Secara Praktispraktis diharapkan dapat berguna untuk pihak pegadaian 

syariah dan masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang 

ingin mengetahui prosedur penjualan barang gadai. 

 

D. Penelitian Relevan 

Kegiatan dalam penelitian, merupakan kegiatan yang ditekunin oleh 

kalangan cendikiawan, para pemikir, Mahasiswa, meminati penelitian secara 

mendalam. Serta ingin mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Dalam 

bentuk laporan penelitian, jurnal penelitian, serta berbentuk karya Ilmiah, dan 

kemudian dipresentasikan dihadapan para pakar dalam bidang yang ditekuni. 

Sehingga hasil tersebut benar-benar relevan. 

Hasil kegiatan penelitian, telah banyak dipublikasikan baik itu di 

internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan. Ataupun melalui peneliti 

skripsi sehingga hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa benar-benar telah 

dilakukan. Sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara 

penelitian satu dengan yang lainnya. Oleh karna itu, peneliti berupaya 

mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian 

peneliti yang akan dikaji sekarang ini. 

Berikut disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya di 

antaranya : 
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Petama, Syntia Nafiolita, “Mekanisme Perhitungan Hutang Piutang 

Kreditur Akibat Penetapan Lelang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah” Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas 

Ekonomi dan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kota Metro tahun 2017. 

Hasil Penelitian ini yaitu uang kelebihan sisa dari hasil pelelangan tidak 

diberikan secara keseluruhan kepada pihak Rahin, melaikan tetap dipotong 

dengan biaya ijarah secara keseluruhan.
13

 

Kedua, Novitalia, “Penetapan Biaya gadai di Pegadaian Syariah Kota 

Metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Mahasiswa Program 

StudiHukum Ekonomi Syariah, FakultasSyari’ah dan Ekonomi Islam, Institut 

Agama Islam Negeri Metro. Hasil penelitian menetapkan masih adanya 

perbedaan antara praktik dan konsep dasar penetapan biaya gadai.
14

 

Ketiga, Nova Purnama Sari, “Analisis Perbandingan Gadai Emas 

Antara Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian syariah Studi Kasus di 

Pegadaian Cabang Metro dan di Unit Pegadaian Syariah Metro (Esy) (2016)”. 

Penelitian menemukan dua perbedaan mendasar pada sistem operasional di 2 

lembaga keuangan berbeda basis tersebut. Dua perbedaan tersebut adalah pada 

akad dan perhitungan biaya gadai.
15

 

Adapun kesamaannya penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 

penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai hal yang 

                                                 
13

Syntia Nafiolita, Mekanisme Perhitungan Hutang Piutang Kreditur Akibat Penetapan 

Lelang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 2017, Skripsi 
14

Novitalia, Penetapan Biaya Gadai di Pegadaian Syariah Kota metro dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah tahun 2015, Skripsi 
15

Nova Purnama Sari, Analisis Perbandingan Gadai Emas antara Pegadaian Syariah 

Studi Kasus di Pegadaian Cabang Metro dan di Unit Pegadaian Syariah Metro tahun 2016, 

Skripsi 
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berkaitan dengan pelaksanaan lelang di Pegadaian. Dari beberapa uraian 

diatas, terlihat perbedaan mendasar mengenai permasalahan yang sedang 

peneliti lakukan saat ini. Penelitian sebelumnya yang pertama lebih 

memfokuskan kepada perhitungan hasil pelelangan barang jaminan gadai, 

yang mana uang kelebihan menjadi hak nasabah dan apabila ada kekurangan 

pembayaran dari pelelangan barang gadai menjadi kewajiban Rahin untuk 

membayar kekurangan tersebut kepada pihak pegadaian. Pada Penelitian 

kedua peneliti memfokuskan penelitian terhadap penetapan konsep harga 

lelang, dan penelitian ketiga, Penelitian yang ketiga, memfokus kepada 

perlindungan hukum bagi pemilik objek gadai atas pelelangan objek 

gadai.Sementaraitupenelitian yang dilakukan peneliti lakukan yaitu lebih 

memfokuskan pada masalah konsep penjualan barang gadai di Pegadaian 

Syari’ah Kota Metro. Penelitian ini diharapkan, mampu mengungkapkan tata 

cara penjualan barang gadai di Pegadaian Syari’ah Kota Metro. 

 

 

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pegadaian Syari’ah  

1. Pengertian Pegadaian Syariah 

Rahn adalah menggadaikan; memberikan suatu barang atau benda 

sebagai barang jaminan dalam berutang.
1
 Gadai adalah suatu hak yang 

diperoleh oleh orang yang orang berpiutang atas suatu barang yang 

bergerak yang diserahkan  oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan 

utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang 

berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
2
 

Sementara dalam Undang-Undang Perdata pasal 1150 gadai 

merupakan suatu hak yang diperoleh dari seseorang yang mempunyai 

piutang atas suatu barang bergerak dan memberikan kekuasaan kepada 

orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut 

secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, kecuali biaya 

yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan dan 

biaya-biaya mana harus didahulukan.
3
 

                                                 
1
 Gamal Komandoko, Ensiklopedia Istilah Islam, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h. 291 

2
 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 1 

3
 Buchari Alma & Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 38 
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Sedangkan rahn menurut ulama yaitu sebagai berikut:
4
 

a. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan sebagai berikut : 

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan 

pembayar ketika berhalangan dalam membayar. 

b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut : 

Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) 

utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar 

utangnya kepada pemberi pinjaman. 

Menurut Adrian Sutedi, gadai syariah (rahn) adalah menahan salah 

satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun 

atas utang/pinjaman atau marhun bih yang diterimanya. Marhun tersebut 

memiliki nilai ekonomis.
5
 

Gadai (rahn) dapat diartikan pula sebagai perjanjian suatu barang 

sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut 

pandangan syara’ sebagai tanggungan pinjaman (marhun bih), sehingga 

dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat 

diterima.
6
 

Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah menjelaskan 

beberapa definisi rahn menurut istilah syara’ sebagai berikut:
7
 

a.   

فَاءُهُ مِنْهُ   عَقْدٌ مَوْضُوْعُهُ اِحْتِبَاسُ مَالٍ لِوَفَاءِ حَقٍّ يُُْكِنُ اِسْتِب ْ
                                                 

4
 Rachmat Syafe’i,  Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159-160. 

5
 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah., h. 19-20 

6
 Buchari Alma & Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah., h. 38 

7
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 105-106 
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“Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang 

mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.” 

b.   

قَةٍ بِدَيْنٍ بَِِيْثُ جَعْلُ عَيٍْْ لََاَ قِيْمَةٌ مَاليَِّةٌ فِِ نَطْرِ الشَّ  ارعِِ وَثيِ ْ
يْنِ اوَْ اَخْذُ بَ عْضِهِ مِنْ تلِْكَ الْعَيِْْ   يُُْكِنُ أَخْذُ ذَلِكَ الدَّ

“Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai 

jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk 

mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.” 

c.  Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan 

barang sebagai tanggungan utang. 

d.   

قَةً بِدَيْنٍ   جَعْلُ الَْمالِ وَثيِ ْ

“Menjadikan harta sebagai jaminan utang.” 

e.   

قَةً بِدَيْنٍ   جَعْلُ عَيٍْْ مَاليَِّةٍ وَثيِ ْ

“Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang.” 

f. Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang. 

g. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat 

kepercayaan dalam utang-piutang. 

h. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan 

syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi 

tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. 

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli 

hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (rahn) adalah menahan 

berat jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai 

jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima 
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tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin) 

memperoleh jaminan untu mengambil kembali seluruh atau sebagian 

utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak 

dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, 

tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk 

menyerahkan haria benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta 

benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau 

lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah; sedangkan 

pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima 

dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang 

diserahkan oleh penggadai Gadai dimaksud, ditandai denga mengisi dan 

menandatangani Surat Bukti Gadai (Ruhn). 

 

2. Dasar Hukum Gadai 

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-

ayat Alquran, hadis Nabi Muhammad saw., dan fatwa MUI. Dasar hukum 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

Q.S Al-Baqarah ayat 283, yang digunakan sebagai dasar dalam 

membangun konsep gadai: 

انٌ مَّقْبُوضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ ولََْ تََِدُواْ كَاتبِاً فَرهَِ 
بَ عْضُكُم بَ عْضاً فَ لْيُ ؤَدِّ الَّذِي اؤْتُُِنَ أمََانَ تَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ ربََّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ 
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الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثٌِِ قَ لْبُهُ وَاللّهُ بِاَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ 
﴿٣٨٢﴾ 

Artinya; “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para 

saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.”
8
 (Q.S Al-Baqarah: 283) 

 

b. Hadis  

هَا  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَ رَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الُله عَن ْ
 طعََامًا مِنْ يَ هُودِيٍّ إِلََ أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ 

 

Artinya: “Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi 

dan beliau menggadaikan baju perang dari besi.”
9
 (H.R 

Bukhari dan Muslim) 

 

Hadits di atas sama dengan hadits yang disebutkan dalam Shahih 

Muslim sebagai berikut: 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَ رَى مِنْ يَ هُودِيٍّ رَسُوْلَ الله أَنَّ عَنْ عَائِشَةَ 
 مِنْ حَدِيدٍ لَهُ طعََامًا إِلََ أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا 

Artinya: “Diriwayatkan oleh Aisyah, sesungguhnya Rasulullah pernah 

membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran 

yang ditangguhkan dan beliau menggadaikan baju besi 

kepada Yahudi tersebut.”
10

 

                                                 
8
 Lajnah Pentashih Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Jakarta: Tehazed, 2009), h. 60 
9
 Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 140 

10
 Imam Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, terj. Rohimi & Zenal Mutaqin, 

(Bandung: Jabal, 2013), h. 372 
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c. Ijma’ 

Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad rahn dibolehkan dalam 

Islam berdasarkan Al-Qur’an (Q.S. Al-Baqarah: 283) dan sunah 

Rasulullah. Ulama fiqh sepakat bahwa rahn bisa dilakukan dalam 

perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat asal barang jaminan 

tersebut bisa langsung dipegang (al-qobd) secara hukum oleh kreditor. 

Maksudnya, karena tidak langsung, maka paling tidak ada semacam 

pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-marhun 

(barang gadai). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk 

sebidang tanah, maka yang dikuasai (al-qobd) adalah sertifikat tanah 

tersebut.
11

 

Ijma’ ulama atas hukum mubah (boleh) perjanjian gadai. Hanya 

mereka sedikit berbeda pendapat tentang ‘apakah gadai hanya 

dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, ataukah bisa dilakukan di 

mana dan kapan saja?’ Mazhab Dzahiri, Mujahid, dan Al-Dhahak 

hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan 

Surat Al-Baqarah ayat 283, sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) 

membolehkan gadai pada waktu bepergian dan juga berada di tempat 

domisilinya, berdasarkan praktek Nabi sendiri yang melakukan gadai 

pada waktu Nabi berada di Madinah; sedangkan ayat yang 

mengkaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan sebagai 

syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa gadai itu 

pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian (pada waktu 

itu).
12

 

 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn menjadi salah satu rujukan 

                                                 
11

 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah., h. 19 
12

 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 123-124 
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yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai 

berikut: 

Pertama: Hukum: 

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang 

dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. 

Kedua: Ketentuan Umum: 

a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 

marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan 

barang) dilunasi. 

b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada 

prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahun 

kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan 

pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatannya. 

c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 

kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 

kewajiban rahin. 

d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

e) Penjualan marhun 

(1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin 

untuk segera melunasi utangnya. 

(2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka 

marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 

(3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 

pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar, serta 

biaya penjualan. 

(4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan 

kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 

Ketiga: Ketentuan Penutup: 

a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.
13

 

 

                                                 
13

 Nurul Huda, dkk., Baitul Mal Wa Tamwil, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 122-123 
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3. Sifat Gadai (Rahn) 

Secara umum rahn dikatagorikan sebagai akad yang bersifat derma 

sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai 

(murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada 

rahn adalah uang. Bukan penukar atas barang yang digadaikan. 

Rahn juga termasuk akad yang bersifat ‘ainiyah, yaitu dikatakan 

sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti 

hibah, pinjam meminajam, titipan dan qirad.
14

 

Menurut Henny Tanuwidjaja, sebagaimana dikutip oleh Adjie dan 

Emmy bahwa sifat gadai sebagai berikut: 

a. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak 

b. Jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi Gadai 

(Debitur), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (levering) 

c. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan 

terlebih dahulu atas piutang kreditur (droit de preference);  

d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil 

sendiri pelunasan secara mendahului.
15

 

 

4. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn) 

Menurut Heri Sudarsono, sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi 

bahwa gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki 

beberapa rukun, antara lain yaitu: 

a. Ar-Rahin (yang menggadaikan) 

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki 

barang yang digadaikan. 

b. Al-Murtahin (yang menerima gadai) 

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk 

mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). 
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c. Al-Marhun/rahn (barang yang digadaikan) 

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam 

mendapatkan utang. 

d. Al-Marhun bih (Utang) 

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar 

besarnya tafsiran marhun. 

e. Shighat, Ijab dan Qabul.
16

 

 

Menurut Hendi Suhendi bahwa gadai atau pinjaman dengan jaminan 

suatu benda memiliki beberapa rukun dan syarat, antara lain: 

a. Akad ijab dan kabul 

b. Aqid, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai 

(murtahin). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, 

yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami 

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. 

c. Barang yang dijadikan jaminan (borg). Syarat pada benda yang 

dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji 

utang harus dibayar. 

d. Ada utang. Disyaratkan keadaan utang telah tetap.
17

 

 

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Buchari dan Donni bahwa 

rukun gadai sebagai berikut: 

a. Shigat adalah ucapan berupa ijab dan qabul; 

b. Orang yang berakad, yaitu rahin dan murtahin; 

c. Harta atau barang yang dijadikan jaminan (marhun); 

d. Utang (marhun bih).
18

 

Sedangkan menurut Buchari dan Donni bahwa rukun dan syarat 

sah gadai di antaranya: 

a. Shigat 

Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan 

dengan masa yang akan datang. Kecuali jika syarat tersebut 

mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak 

murtahin minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang. 
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b. Orang yang berakad 

Baik rahin maupun murtahin harus cakap dalam melakukan 

tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu 

melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, anak kecil 

yang mumayyis dapat melakukan akad, karena ia dapat 

membedakan yang baik dan yang buruk. 

c. Marhun bih 

Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada 

murtahin; merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika 

tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah; barang tersebut 

dapat dihitung jumlahnya. 

d. Marhun  

Berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan 

marhun bih; marhun harus mempunyai nilai dan dapat 

dimanfaatkan; harus jelas dan spesifik; marhun itu secara sah 

dimiliki oleh rahin; merupakan harta yang utuh, tidak 

bertebaran dalam beberapa tempat.
19

 

 

Nurul Huda dkk. menjelaskan mengenai syarat rahn sebagai 

berikut: 

a. Syarat rahin (orang yang berakad rahn) adalah cakap bertindak 

hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya 

mensyaratkan berakal. Oleh karena itu, anak yang mumayyiz 

boleh melakukan akad rahn dengan syarat mendapatkan 

persetujuan dari walinya. Syarat bagi yang berakad adalah 

tasharruf. Artinya, mampu membelanjakan harta dan dalam hal 

ini memahami persoalan yang berkaitan dengan rahn. 

b. Syarat marhun (borg) adalah: 

1) Dapat diperjualbelikan 

2) Bermanfaat 

3) Jelas 

4) Milik rahin 

5) Bisa diserahkan 

6) Tidak bersatu dengan harta lain 

7) Dikuasai oleh rahin, dan 

8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan. 

c. Syarat marhun bih (utang) adalah 

1) Marhun bih hendaklah berupa utang yang wajib diberikan 

kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang 

ataupun berbentuk benda; dan 
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2) Marhun bih dapat dibayarkan (diserahkan) kepada rahin 

(yang menggadaikan.
20

 

 

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah 

dengan memenuhi tiga syarat yaitu: 

a. Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan.  

b. Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti 

mushaf. Malik membolehkan penggadaian mushaf, tetapi 

penerima gadai dilarang membacanya. 

c. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan utang 

itu sudah jatuh tempo.
21

 

 

Syarat-syarat sah gadai yang disebutkan oleh syara’ dalam gadai 

ada dua macam yaitu; pertama, syarat yang disepakati pada garis 

besarnya, tetapi diperselisihkan dalam teknis persyaratannya, yakni 

penerimaan barang gadai. Kedua, syarat yang keperluannya masih 

diperselisihkan.
22

 

 

5. Jenis-Jenis Barang Dapat Digadaikan 

Jenis barang gadai (marhun) adalah barang yang dijadikan agunan 

oleh rahin sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh murtahin sebagai 

jaminan utang.
23

 

Jenis-jenis barang yang dapat digadaikan menurut Basyir, ulama 

Syafi’iyyah dan para fuqaha adalah sebagai berikut:  

a. Barang jaminan itu berwujud dan utuh atau pun bagian dari 

harta itu sendiri, seperti sertifikat tanah, mobil, toko dan 

lainnya pada saat digadaikan dan menjadi milik sendiri penuh; 
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b. Barang jaminan itu diserhterimakan langsung saat transaksi 

gadai terjadi; 

c. Barang jaminan itu bernilai ekonomis dan dapat 

diperjualbelikan untuk dijadikan pembayaran marhun bih; 

d. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain, 

seperti juga apabila marhun itu milik pemerintah; 

e. Barang jaminan itu seimbang dengan marhun bih; 

f. Barang jaminan itu sebagai piutang bagi yang memberi 

murtahin; 

g. Barang jaminan itu dapat dimanfaatkan murtahin dengan 

kesepakatan rahin.
24

 

 
 

6. Fungsi dan Manfaat Pegadaian 

a. Fungsi Pegadaian 

Untuk dapat menjalankan tugas pokoknya, Unit Layanan Gadai 

Syari’ah mempunyai fungsi sebagai unit organisasi Perum Pegadaian 

yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadai secara syariah 

agar mampu berkembang menjadi institusi yang mandiri dan menjadi 

pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara 

syari’ah. Untuk dapat mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi 

tersebut, maka dibentuk struktur kepemimpinan dari pusat hingga ke 

Cabang Layanan Syariah.
25

 

b. Manfaat Pegadaian  

Manfaat dan keuntungan perusahaan pegadaian syariah apabila 

dibandingkan dengan lembaga keuangan bank syariah atau lembaga 

keuangan syariah lainnya adalah: 

1) Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang pinjaman, 

yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang 

sederhana; 
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2) Persyaratan yang sangat sederhana, sehingga memudahkan 

masyarakat (nasabah) untuk memenuhinya; 

3) Pada pegadaian konvensional tidak mempermasalahkan uang 

pinjaman tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan 

kehendak masyarakat atau nasabahnya. Namun bagi gadai 

syariah, penggunaan dana oleh nasabah lebih baik diketahui 

oleh pihak murtahin. Hal ini untuk menentukan akad yang 

lebih tepat.
26

 

 

7. Sistem Operasional Pegadaian Syariah 

Implementasi operasi pegadaian syariah hampir sama dengan 

pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, 

pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan 

barang berrgerak. Prosedur untuk memperoleh gadai syariah sangat 

sederhana yaitu, masyarakat harus menunjukkan bukti identitas diri dan 

barang bergerak seperti jaminan. 

Menurut Imam Mustofa, alur praktik proses pegadaian/rahn 

umumnya sebagai berikut: 

a. Nasabah menyerahkan jaminan (marhun) kepada lembaga 

keuangan Syariah (Murtahin), jaminan berupa barang bergerak. 

b. Akad pembiayaan dilaksanakan antara rahin (nasabah) dan 

murtahin (pegadaian syriah) 

c. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan 

diterima oleh pegadaian syariah, maka pegadaian mencairkan 

pembiayaan. 

d. Rahin melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee 

yang telah disepakati. Fee ini berasal dari sewa tempat dan 

biaya untuk pemeliharaan agunan.
27

 

 

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya 

diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk 
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mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan 

pembiayaan. Adapun akad pelengkap tersebut seperti: 

a. Nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan 

dengna tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang 

digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rudak atau cacat, 

maka nasabah harus bertanggungjawab. 

b. Apabila nasabah wanprestasi, pegadaian dapat melakukan 

penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. 

c. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan 

seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibanya, maka 

kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. 

d. Bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, 

nasabah menutupi kekurangannya.
28

 

 

8. Implementasi Rahn dalam Lembaga Keuangan Syariah 

Alur praktik rahn dalam Lembaga Keuangan Syariah umumnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Nasabah menyerahkan jaminan (marhun) kepada bank syariah 

(murtahin). Jaminan ini berupa barang bergerak. 

b. Akad pembiayaan dilaksanakan antara rahin (nasabah) dan 

murtahin (bank syariah). 

c. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima 

oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan. 

d. Rahin melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee 

yang telah disepakati. Fee ini berasal dari sewa tempat dan biaya 

untuk pemeliharaan agunan.
29

 

 

Praktik rahn dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat 

disimplifikasikan dalam skema sebagai berikut: 
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Gambar 1.  

Praktik Rahn dalam Lembaga Keuangan Syariah  

 

    (1) Permohonan Pembiayaan 

 

(2) Akad Pembiayaan 

 

   (3) Utang + Mark up 

 

 

 

   (1) Titipan/gadai pembiayaan 

 

B. Lelang 

1. Pengertian Lelang 

Lelang merupakan upaya pengambilan uang pinjaman berserta 

sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. 

Hal ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut pada waktu 

yang telah ditentukan.
30

 

Berdasarkan Kep. Mentri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 

Bab.I,Ps.1. yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang 

dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara 

penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang 

semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang 

didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.  

                                                 
30
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Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga 

dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang 

dilakukan oleh Kantor Cabang Syariah apabila ada nasabahnya yang 

wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat 

antara kreditur dengan debitur.
31

 

Jadi lelang adalah upaya yang dilakukan oleh pihak penerima gadai 

(Murtahin) untuk mengembalikan uang pinjaman (marhun Bih) yang tidak 

dilunasi oleh rahin sampai batas waktu yang ditentukan. 

 

2. Dasar Hukum Lelang 

Di dalam Al-Qur’an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang 

lelang, begitu juga dengan hadits. Berdasarkan definisi lelang, dapat 

disamakan (diqiyaskan) dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan 

pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan 

masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. 

Dalam Q.S Al Baqarah 275 Allah berfirman: 

الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ لَا يَ قُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ 
اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الرِّباَ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ  مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ قاَلُواْ إِنََّّ

ن جَاءهُ مَوْعِظةٌَ مِّن رَّبِّهِ فاَنتَ هَىَ فَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلََ اللّهِ الرِّباَ فَمَ 
 ﴾٣٧٢وَمَنْ عَادَ فأَُوْلَ ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿

Artinya : “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat 

berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk 
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syaitan dengan terhuyung-hayang karena sentuhan (Syaitan) 

itu. Yang demikian disebabkan mereka mengatakan: “Bahwa 

sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba”. Padahal 

Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan 

mengharamkan riba. Oleh itu sesiap yang telah sampai  

kepadanya peringatan (Larangan) dari Tuhannya lalu ia 

berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi 

haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah, dan siapa 

yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka 

itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-

Baqarah: 275)
32

 

 

Di dalam jual beli harus ada rukun dan syarat agar akad yang 

dilakukan sah. Rukunnya meliputi : 

a. Ba’I (penjual) 

b. Mustari (pembeli) 

c. Shigat  (ijab dan qabul) 

d. Ma’qud alaih (benda atau barang)
33

 

Suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, 

haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh 

tidak sah jual belinya.  

b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan) 

c. Keduanya tidak mubazir. 

d. Baligh.
34
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Pegadaian syariah sendiri, pada praktiknya tidak melakukan 

tinggi-tinggian harga pada mekanisme  lelangnya. Dalam kitab Fathul 

Baari, seperti dikutip oleh Muhammad Arifin disebutkan sebagai berikut: 

هَا قاَلَتْ  ياَ رَسُوْلَ الِله، إِنَّ فُلانَاً : قُ لْتُ : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الُله عَن ْ
قَدِمَ لَهُ بَ زٌّ مِنَ الشَّامِ، فَ لَوْ بَ عَثْتَ إلِيَْهِ، فأََخَذْتَ مِنْهُ ثَ وْبَ يِْْ بنَِسِيْئَةٍ 

هَقِي، وَرجَِالهُُ أَخْرَجَهُ اْ . )إِلََ مَيْسَرةٍَ؟ فأََرْسَلَ إلِيَْهِ، فاَمْتَ نَعَ  لحاَكِمُ وَالْبَ ي ْ
 (ثقَِاتٌ 

 

Artinya:  Aisyah ra. Berkata, “Aku berkata, wahai Rasulullah, 

sesungguhnya barang-barang pakaian telah datang kepada si 

Fulan dari Syam. Seandainya baginda mengutus seseorang 

kepadanya, baginda akan dapat mengambil dua buah pakaian 

dengan pembayaran nanti pada saat kemudahan. Lalu beliau 

mengutus seseorang kepadanya, namun pemiliknya menolak.” 

(Dikeluarkan oleh al-Hakim dan Baihaqi dengan perawi-

perawi yang dapat dipercaya).
35

 
 

قاَلَ رَسُوْلُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ :  عَنْهُ قاَلَ وَعَنْ أَبِِ هُريَْ رةََ رَضِيَ اللهُ 
وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُ ركَْبُ بنَِ فَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْناً، وَلَبََُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنَِ فَقَتِهِ 

 (ارىِ  رَوَاهُ الْبُخَ )إِذَا كَانَ مَرْهُوْناً، وَعَلَى الَّذِى يَ ركَْبُ وَيَشْرَبُ الن َّفَقَةُ 
Artinya : Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan 

membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum 

dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya 

wajib membayar”. (HR. Bukhari)
36

 

 

Akan tetapi menurut Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar, dan Lainnya 

meriwayatkan adanya ijma’ (kesepakatan) ulama tentang bolehnya jual-

beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar 

                                                 
35

 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum, terj. Khalifaturrahman 

& Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 363-364  
36

 Ibid., h. 364  



 

 

29 

umat islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar Bin Khaththab juga 

pernah melakukannya. Demikian pula karena umat membutuhkan praktik 

lelang sebagai salah satu cara dalam jual-beli. Pendapat ini dianut seluruh 

mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali serta Dzahiri. Meskipun 

demikian, ada pula sebagian kecil ulama yang berkeberatan seperti An-

Nakha’I, dan Al-Auza’i. 
37

 

 

3. Penetapan Pelelangan Barang Gadai Menurut Hukum Ekonomi 

Syariah 
 

a. Ketentuan Penjualan Barang Gadai Menurut Hukum Ekonomi 

Syariah 
 

Ketentuan di dalam penjualan barang jaminan hutang (Marhun) 

sangat penting untuk diperhatikan. Ketentuan penjualan barang gadai 

sudah ditetapkan didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu 

pada Bagian Kedelapan  Penjualan Harta Rahn pada pasal 402 yang 

menjelaskan “Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat 

mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga 

untuk menjual harta gadainya.” 

Pada pasal 403 ayat (1), berbunyi “Apabila jatu tempo, penerima 

gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi 

utangnya.” 

Ayat (2), “apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka 

harta gadai dijual paksa melalui lelang syari’ah.” 
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Ayat (3), “hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi 

utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar 

serta biaya penjualan.” 

Ayat (4), “kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan 

kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.” 

Pasal 404 yang menjelaskan “Apabila pemberi gadai tidak diketahui 

keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada 

pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh 

menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai.”
38

 

b. Proses Pelelangan Barang Gadai Menurut Hukum Ekonomi 

Syariah 

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang 

menjadi jaminan pinjaman bila rahin tidak dapat melunasi pinjaman 

sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan 

dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan 

kepada rahin paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. 

Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-

masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.  

Menurut Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 

Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai bahwasannya Murtahin 

terlabih dahulu memberikan pemberitahuan kepada Rahin paling 

lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Fatwa tersebut adalah 

sebagai berikut: 

                                                 
38

  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Penjualan Harta Rahn Pasal 402, 403, 

404. 



 

 

31 

1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk 

segera melunasi utangnya.  

2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun 

dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.  

3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan  

4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya 

menjadi kewajiban Rahin.
39

 

Mengenai hal tersebut, dalam Fatwa MUI Nomor:92/DSN-

MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn sebagai berikut: 

1) Akad Rahn berakhir apabila Rahin melunasi utangnya atau 

menyelesaikan kewajibannya dan Murtahin mengembalikan 

Marhun kepada Rahin; 

2) Dalam hal Rahin tidak melunasi utangnya atau tidak 

menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, 

maka Murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan 

tentangkewajibannya; 

3) Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan 

memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, 

Murtahin boleh melakukan hal-hal berikut: 

a) Menjual paksa barang jaminan (marhun) sebagaimana diatur 

dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 

25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5); 

atau 

b) Meminta Rahin agar menyerahkan marhun untuk melunasi 

utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan 

harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku 

pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (tsaman) 

jual marhun dengan utang (dain) atau modal (ra'sul mal), 

berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 

25/DSNMUIIIII/2002 tentang Rahn. 
40
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Jadi dalam pelelangan barang gadai, apabila hasil lelang lebih 

tinggi dari hutang maka kelebihannya milik nasabah, dan sebaliknya 

apabila hasil lelang kurang dari hutang yang dimiliki, maka pihak nasabah 

berkewajiban melunasi kekurangan hutangnya.  

 

4. Prosedur Pelelangan Barang Gadai 

Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah 

ditetapkan penerima gadai (rahin) masih tidak dapat melunasi uang 

pinjamannya (marhun bih), maka akan dilakukan proses pelelangan barang 

gadai atau jaminan (marhun) dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai (marhun) dilakukan, 

pihak pegadaian akan memberitahukan penerima gadai (rahin) yang 

barang gadai atau jaminan (marhun) akan dilelang; 

b. Ditetapkannya harga pegadaian pada saat pelelangan; 

c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga 

penjualan, biaya pinjaman dan sisa akan dikembalikan kepada nasabah 

(rahin); 

d. Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah 

(rahin) akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi.
41
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu suatu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus 

secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang 

yang dipermasalahkan”.
1
 Penelitian lapangan ini adalah di Unit Pegadaian 

Syariah Kota Metro berkaitan dengan Pelaksanaan Penjualan Barang 

Gadai di Pegadaian Syariah di Kota Metro. 

 

2. Sifat Penelitian 

Sesuai dengan judul yang penyusun ajukan, maka skripsi ini 

bersifat deskriptif kualitatif, karena ia menitik beratkan pada segi 

pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah di Kota Metro 

dalam perspektif hukum ekonomi syariah. 

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, 

yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.
2
 

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, adalah penelitian yang di 

dalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis 

                                                 
1
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h. 9 

2
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data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
3
 Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah 

penelitian yang berusaha mengukap keadaan alamiah secara holistik. 

Dalam kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka 

peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Penjualan 

Barang Gadai di Pegadaian Syariah di Kota Metro untuk kemudian dikaji 

berdasarkan teori fiqh muamalah mengenai konsep gadai (rahn). 

 

B. Sumber Data 

Sumber data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan 

suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan 

informasi. Maka yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data di 

peroleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data
4
. Sumber data primer pada 

penelitian ini adalah informan yaitu Bapak Andi Pratomo selaku Pengelola 

Unit Pegadaian Syariah Kota Metro, Bapak Agus Supriyanto sebagai Kasir 

di Pegadaian Syariah Kota Metro, dan para Rahin di Pegadaian Syariah 

Kota Metro. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara . Sumber 

data sekunder umunya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan 

Sumber data sekunder adalah “sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau 

lewat dokumen.”
5
 Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku 

yang berkenaan dengan Fiqh Muamalah. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan 

data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai 

cara”.
6
 

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, 

maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan 

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.  

1. Wawancara (Interview) 

“Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

                                                 
5
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6
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pula. Ciri utama dari interviu adalah kontak langsung dengan tatap muka 

antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi 

(interviewee)”.
7
 Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara 

bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview 

terpimpin.
8
 Maksudnya adalah peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan mengenai pelaksanaan penjualan barang gadai pada Pegadaian 

Syariah di Kota Metro. Data yang diperlukan sesuai dengan pokok 

penelitian yang ada, yang diajukan kepada narasumber caranya diserahkan 

sepenuhnya kepada peneliti sehingga peneliti mempunyai kebebasan untuk 

menggali informasi dari narasumber. Untuk hal ini yang akan 

diwawancarai yaitu: 

a. Manager/pengelola Pegadaian Syariah di Kota Metro. 

b. Penaksir di Pegadaian Syari’ah Kota Metro. 

c. Para nasabah di Pegadaian Syariah Kota Metro. 

 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah motode untuk mencari data mengenai 

hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan 

sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

pelaksanaan penjualan barang gadai dilihat dari sudut pandang hukum 

ekonomi syariah. 
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Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.
9
 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni 

dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang dibutuhkan 

berkaitan dengan konsep pegadaian syariah. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data 

dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan 

maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat 

ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode 

berfikir induktif, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis.
10

 Berdasarkan data-data mengenai 

Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro yang 

sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori konsep gadai Fiqh Muamalah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Metro 

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro 

Seiring dengan perkembangan zaman, mulai muncul produk-

produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia. Sekitar ini juga 

berpengaruh terhadap pegadaian, sehingga pegadaian mengeluarkan 

produk berbasis Islam yang disebut Pegadaian Islam. Terbitnya PP/10 

tanggal 1 April 1990 dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan 

pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi 

yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Isi ini 

tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai 

landasan kegiatan usaha perum pegadaian.  

Pegadaian syariah dalam menjalankan operaionalnya berpegang 

kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah 

memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai 

bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas 

yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan 

atas jasa atau bagi hasil.  

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan gadai 

syariah, maka pada tahun 2009 kantor wilayah pegadaian telah membuka 

kantor unit baru yang berlokasikan di wilayah Metro-Lampung, yaitu 
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kantor Unit Iring Mulyo yang berlokasi di Jl. A. Yani, Kel. Iring Mulyo 

Kecamatan Metro Timur. Kantor Unit ini didirikan pada tanggal 1 

Desember 2009. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 

tentang Perubahan badan Perum Pegadaian menjadi Perseroah (persero) 

guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan, maka 

Perum Pegadaian Syariah Kota Metro merubah status dari Perum menjad 

PT (persero) yang diresmikan pada 1 April 2012 ditandai dengan 

penerbitan Akta Pendirian PT Pegadaian.
1
  

 

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Metro 

Seiring dengan permintaan dan kebutuhan warga Kota Metro 

serta kinerja yang ditangani oleh tenaga profesional, Pegadaian Syariah 

Kota Metro saat ini sudah semakin berkembang pesat. Hal ini karena 

Pegadaian Syariah Kota Metro melaksanakan visi dan misinya dengan 

sungguh-sungguh dan tepat sasaran. Adapun visi dan misi Pegadaian 

Syariah Kota Metro yaitu: 

a. Visi Pegadaian Syariah Kota Metro 

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu 

menjadi market leader dan mikro berbasis fidusa selalu menjadi yang 

terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. 

  

                                                 
1
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b. Misi Pegadaian Syariah Kota Metro 

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan 

selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan 

menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang 

memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian 

dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap 

menjadi pilihan utama masyarakat. 

3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan 

usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
2
 

 

3. Tugas dan Fungsi Pegadaian Syariah Kota Metro 

Unit layanan gadai syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang 

mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan 

masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam 

yang bebas dari unsur riba yang dilarang menurut syariat Islam, oleh 

karena itu dikeluarkan produk gadai yang berprinsip syariah (rahn). 

Pegadaian syariah mengemban tugas yang sangat penting yaitu 

mensejahterakan masyarakat. Dalam perspektif tujuan menjalankan 

perilaku ekonomi, kesejahteraan menjadi prioritas utama. Kesejahteraan 

juga menjadi tolak ukur atas mampu atau tidaknya diberikan legalitas 

untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan kemaslahatan umat 
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manusia (pegadaian syariah) dibandingkan sistem yang telah ada 

(pegadaian konvensional). Demikian agar tugas pokok Pegadaian Syariah 

berjalan lancar, dan eksis di mata masyarakat luas terutama terhadap 

penduduk muslim, maka harus mampu menjawab tuntunan kebutuhan 

pasar. Unit layanan gadai syariah mempunyai fungsi yaitu sebagai unit 

organisasi Pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit 

gadai secara syariah sehingga mampu berkembang menjadi institusi yang 

mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan gadai secara syariah.
3
 

 

4. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah Kota Metro 

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan 

bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan 

berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik, oleh karena itu pegadaian 

syariah bertujuan sebagai berikut: 

a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan 

program pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan nasional 

pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum 

gadai. 

b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar 

lainnya. 
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c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek 

jaringan pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana 

mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga. 

d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat 

yang mudah.
4
 

Adapun manfaat pegadaian, antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi penggadai 

Tersedianya dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam 

waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit 

perbankan. 

b. Bagi perusahaan pegadaian 

Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh 

penggadai memperoleh jasa tertentu. Pegadaian syariah yang 

mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari 

pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan 

barang gadai.
5
 

 

5. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2017 

Pegadaian Syariah Kota Metro yaitu pegadaian Syariah Iring 

Mulyo Metro yang terletak di Jl. A. Yani Kelurahan Iring Mulyo 

                                                 
4
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5
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Kecamatan Metro Timur. Kantor ini didirikan tepatnya 1 Desember 2009 

yang merupakan satu-satunya Pegadaian Syariah di Kota Metro.
6
 

Beriktu struktur organisasi pengelola beserta staf yang berkaitan di 

Pegadaian Syariah Unit Iring Mulyo Kota Metro terdiri dari: 

Gambar 2.  

Struktur Organisasi di Pegadaian Syariah Kota Metro
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan keterangan di atas, adapun tugas dari masing-masing 

jabatannya, yaitu: 

a. Pengelola: Andy Pratomo 

Pengelola bertugas mengelola operasional yaitu menyalurkan uang 

pinjaman (Qard) secara hukum gadai yang didasarkan pada 

penerapan prinsip-prinsip syariah Islam, selain itu pengelola juga 

bertugas menaksir marhun (barang jaminan). 

                                                 
6
 Wawancara dengan Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola Unit Cabang di Pegadaian 

Syariah Kota Metro pada tanggal 24 Juli 2017 
7
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b. Kasir: Agus Supriyanto 

Kasir bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan 

pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor. 

c. Tim Survey & Angsuran: Kuncoro dan Abu 

Tim Survey & Angsuran bertugas melakukan survey tempat, 

pengecekan barang dan penagihan atas perintah Pengelola Pegadaian 

dan instruksi dari Kasir selaku bagian pelayanan yang menangani 

berkas yang diajukan oleh penggadai. 

d. Security: Warsito 

Keamanan mempunyai fungsi yaitu melakukan dan mengendalikan 

ketertiban dan keamanan di Kantor Pegadaian. Adapun tugas-tugas 

keamanan antara lain: 

1) Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor unit 

cabang. 

2) Memberikan informasi kepada penggadai sesuai kebutuhan. 

3) Mengatur dan mengawasi keluar masuk kendaraan dinas/non 

dinas dan ke dalam lingkungan kantor unit cabang.
8
 

Berdasarkan penjelasan di atas, Pegadaian Syariah Kota Metro 

telah menetapkan beberapa struktur organisasi beserta tugas-tugas yang 

harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh semua karyawan di 

Pegadaian Syariah tersebut tanpa terkecuali, hal ini dimaksudkan untuk 
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melayani penggadai yang datang di kantor dengan baik dan tentunya 

untuk menjaga nama baik Pegadaian Syariah Kota Metro. Di dalam 

penstrukturan di atas seharusnya tidak menjadikan keamanan (scurity) 

sebagai bagian pokok di dalam kepengelolaan pegadaian syariah, karena 

ditinjau dari segi pendidikan tidak berkaitan dengan hal-hal mengenai 

pegadaian. 

 

B. Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro 

1. Proses Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro 

Pegadaian Syariah Kota Metro dalam melaksanakan proses gadai 

berpedoman pada akad syariah. Akad yang digunakan di Pegadaian 

Syariah ini menggunakan akad qard dan akad ijarah. Proses gadai yang 

dilaksanakan yaitu: 

1) Menyerahkan fotocopy KTP/kartu identitas diri 

2) Marhun (barang jaminan merupakan barang yang sesuai persyaratan. 

Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan 

demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat 

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 

3) Mengisi FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) + tanda tangan. 

4) Menandatangani akad rahn dan Ijarah pada Surat Bukti rahn terdapat 

dua akad yang dilakukan saat bertransaksi rahn. 

5) Membayar biaya administrasi 

Biaya administrasi merupakan biaya operasional yang dikeluarkan 

oleh perusahaan dalam memproses marhun bih. Biaya administrasi 
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yang dibebankan kepada rahin sesuai dengan besar pinjaman dan 

berdasarkan surat edaran tersendiri. Biaya administrasi diberikan pada 

saat pinjaman dicairkan. 

6) Penaksiran barang 

Besar marhun bih dihitung berdasarkan nilai taksiran. Nilai taksiran 

ditetapkan dari harga pasar barang. Penentuan nilai taksiran 

berpedoman pada ketentuan dalam buku pedoman menaksir dan surat 

edaran yang berlaku, sedangkan besarnya nilai pinjaman dihitung dari 

prosentase nilai taksiran. 

7) Biaya penitipan 

Biaya penitipan adalah jasa pengelolaan marhun yang disebut ijarah. 

Jasa pengelolaan marhun ini dipungut sebagai sewa tempat marhun 

milik rahin selama digadaikan. Jumlah ijarah yang dipungut dihitung 

berdasarkan nilai taksir marhun dan lamanya barang disimpan atau 

lamanya pinjaman. Perhitungan tarif jasa simpan menggunakan 

kelipatan 10 hari dan jangka waktu peminjaman 120 hari.
9
 

Selain proses-proses gadai tersebut di atas, syarat yang harus 

dipenuhi oleh pihak penggadai dalam proses gadai tersebut, penggadai 

tinggal membawa KTP dan mengisi formulir yang telah disediakan.  
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2. Ketentuan-ketentuan Dalam Penjualan Barang Gadai di Pegadaian 

Syariah Kota Metro 

Pegadaian Syariah merupakan lembaga resmi yang mempunyai ijin 

untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan 

dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. 

Gadai (rahn) merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang 

banyak diminati oleh masyarakat yang sedang membutuhkan dana. 

Salah satu Pegadaian Syariah yang menggunakan produk gadai 

(rahn) adalah Pegadaian Syariah Kota Metro. Selain rahn, Pegadaian 

Syariah Kota Metro juga mempunyai produk lainnya yaitu ijarah. 

Pegadaian Syariah Kota Metro merupakan lembaga keuangan nonbank 

yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah dan melayani 

masyarakat guna mendapatkan kredit dengan mudah.
10

 

Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran 

hak, norma dan etika dalam praktik lelang, pihak Pegadaian Syariah Kota 

Metro memakai pedoman di dalam proses pelelangan sebagai berikut: 

a. Objek lelang merupakan barang halal dan bermanfaat  

b. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual 

c. Barang yang dilelang jelas tanpa adanya manipulasi 

d. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati sehingga tidak 

menimbulkan perselisihan 
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e. Tidak menerima unsur suap guna memenangkan pelelangan 

tersebut.
11

 

 

3. Tahapan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro 

Pegadaian Syariah Kota Metro mempunyai tahapan-tahapan yang 

dilaksanakan dalam penjualan barang gadai ketika terjadi kemacetan 

pembayaran yang dilakukan oleh penggadai. 

Dalam Pegadaian Syariah Kota Metro apabila terdapat penggadai 

yang mengalami kredit macet atau kreditnya sudah jatuh tempo, maka 

sistem yang digunakan untuk menyelesaikannya dengan menggunakan 

sistem lelang. Pegadaian Syariah Metro melakukan pelelangan pada 

setiap tanggal 10, 20, 30 setiap bulannya. Prosedur yang digunakan oleh 

Pegadaian Syariah Kota Metro di dalam melaksanakan lelang barang 

jaminan yaitu: 

a. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon atau via sms. 

b. Memberikan surat peringatan secara tertulis. 

c. Memberikan peringatan terakhir dengan mengirimkan surat kepada 

Kepala Desa tempat penggadai tinggal. 

d. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala Cabang). 

e. Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan 

lelang. 
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f. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar 

paling tinggi.
12

 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Andy 

Pratomo selaku pengelola Pegadaian Syariah Kota Metro, beliau 

menjelaskan bahwa Proses penjualan barang gadainya dengan 

mengirimkan pemberitahuan melalui SMS. Apabila tidak ada konfirmasi 

dari pihak penggadai, maka pihak kami menelpon atau mengirimkan Surat 

Pemberitahuan Lelang. Untuk barang-barang yang bisa digadaikan di 

antaranya emas, barang elektronik seperti laptop, HP, TV, kendaraan 

motor seperti mobil, truk dan bis plat kuning.
13

 

Mengenai penggadai yang mengalami kemacetan membayar kredit, 

pihak Pegadaian Syariah Kota Metro memberikan waktu maksimal 4 

bulan, jika penggadai telat membayar maka dikenakan denda. Apabila 

lewat dari 4 bulan, maka barang gadaiannya akan dilelang. Apabila hasil 

penjualan barang yang dilelang tersebut melebihi nominal uang gadai 

yang harus dibayar, maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak 

penggadai dengan potongan 2% biaya penjual.
14

 

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Andy 

Pratomo, peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Andy yang juga 

bertugas sebagai penaksir barang gadaian. Menurut Bapak Andy Pratomo, 
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proses pentaksiran barang dilakukan di outlate pegadaian yang mana 

proses pentaksiran tersebut harus dihadiri oleh pihak penggadai dan 

membawa barang yang akan dijadikan jaminan. Setelah syarat terpenuhi, 

maka dilaksanakan akad di tempat yang telah disediakan kemudian 

pencairan uang sebesar nominal yang dibutuhkan oleh pihak penggadai 

yang mana persetujuan besarnya uang pinjaman tergantung pada harga 

taksiran barang yang digadaikan.
15

 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Andy 

Pratomo, apabila pihak penggadai tidak mampu membayar uang angsuran 

dan melebihi waktu jatuh tempo pembayaran, maka barang yang digadai 

akan dilelang dan jika uang hasil penjualan melebihi uang pinjaman, 

ternyata masih ada potongan yaitu melunasi hutang yang tersisa, biaya 

ijarah atau penyewaan dan biaya penjualan lelang sebesar 2%, baru 

setelah itu apabila ada sisa akan diberikan kepada pemilik barang.
16

 

Setelah wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah selesai, 

peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ghofur selaku rahin (pihak 

penggadai). Menurut Bapak Ghofur yang menggadaikan laptopnya di 

Pegadaian Syariah Kota Metro, proses pelaksanaan gadai di Pegadaian 

Syariah terbilang mudah. Pihak yang akan menggadaikan barangnya 

tinggal membawa KTP, barang yang akan digadaikan dan kemudian 
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mengisi formulir pengajuan. Selanjutnya barang ditaksir oleh pengelola 

dan dilanjutkan dengan pencairan. 

Menurut Bapak Ghofur, ia meminjam uang di Pegadaian Syariah 

Kota Metro sebesar Rp. 1.000.000,- yang akan digunakannya untuk 

kebutuhan sehari-hari. Pada kesepakatan awal pihak Pegadaian Syariah 

mengatakan bagi penggadai yang tidak mampu mengembalikan uang 

pinjaman hanya membayar sekaligus 5 bulan awal biaya ijarahnya 

selebihnya hanya membayar pokok pinjaman. Akan tetapi karena Bapak 

Ghofur tidak mampu membayar angsuran bulanan, maka laptop yang ia 

gadaikan dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah. Saat laptop milik Bapak 

Ghofur yang dijadikan barang jaminan dilelang, uang penjualannya 

mencapai Rp. 2.500.000,- yang berarti kelebihannya adalah Rp. 

1.500.000,- dari uang yang ia pinjam. Akan tetapi sisa uang hasil 

penjualan laptop tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepadanya. Menurut 

pihak Pegadaian Syariah Metro, sisa uang penjualan tersebut dipotong lagi 

untuk melunasi hutang yang tersisa, biaya ijarah atau penyewaan dan 

biaya penjualan lelang sebesar 2%. Menurut Bapak Ghofur, hal ini jelas 

tidak sesuai dengan kesepakatan awalnya. Dengan potongan-potongan 

tersebut, Bapak Ghofur merasa telah dirugikan oleh pihak Pegadaian.
17

 

Selesai wawancara dengan bapak Ghofur, peneliti melakukan 

wawancara dengan bapak Jaelani selaku penggadai yang barang 

gadaiannya dilelang. Menurut bapak Jaelani, ia menggadaikan televisinya 
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yang sebesar 60 inc di Pegadaian Syariah Metro. Dana pinjaman yang ia 

ajukan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- yang akan ia gunakan untuk biaya 

pembayaran sekolah anaknya. Menurutnya, televisi miliknya dilelang 

karena ia tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Uang 

penjualan lelang televisi miliknya saat itu mencapai Rp. 3.500.000,- yang 

berarti apabila dipotong utang, uang sisanya masih Rp. 1.500.000,-. Dari 

sisa uang tersebut masih dipotong lagi sesuai kesepakatan awal yaitu 

untuk biaya ijarah atau penyewaan dan biaya penjualan lelang sebesar 

2%. Akan tetapi yang membuat bapak Jaelani terkejut adalah setelah 

dipotong untuk biaya ijarah atau penyewaan dan biaya penjualan lelang 

sebesar 2%, masih ada potongan lagi sebesar Rp. 10.000,- perharinya 

terhitung dari 5 hari sebelum pelaksanaan lelang dilakukan. Hal ini jelas 

tidak sesuai dengan kesepakatan awal saat akad gadai dilaksanakan. 

Dengan potongan-potongan tersebut, Bapak Jaelani sangat kecewa dan 

merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh pihak Pegadaian.
18

 

Selanjutnya, penjualan barang milik pihak penggadai akan 

dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Penggadai telat melakukan pembayaran sampai jatuh tempo yang telah 

disepakati. 

2. Menetapkan tempat penjualan barang gadai. 

3. Pihak pegadaian syariah memberitahukan kepada pihak penggadai 

bahwa barang gadai atau jaminan akan dijual. 
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4. Harga barang gadai yang dijual ditetapkan pada saat pelelangan. 

g. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala Cabang). 

h. Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan 

lelang. 

5. Barang gadai ditawarkan kepada calon pembeli dengan harga awal 

tidak melebihi harga pasaran. 

6. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar 

paling tinggi. 

7. Jika calon pembeli berminat untuk membeli, pembayaran langsung 

diserahkan kepada pihak pegadaian syariah. 

8. Hasil penjualan akan digunakan untuk:  

a. Biaya penjualan dari harga penjualan 

b. Biaya pinjaman 

c. Biaya penitipan barang  

d. Jika ada sisa akan dikembalikan kepada pihak penggadai.
19
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Adapun skema tahapan penjualan barang gadaian adalah sebagai 

berikut:
20

 

Gambar 3  

Skema Tahapan Penjualan Barang Gadaian  
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C. Analisa Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah 

Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan 

menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tidak 

terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah 

mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem 

perekonomian Islam tersebut.  

Didalam Hukum Islam ada beberapa teopri tentang  berlakunya hukum, 

diantaranya adalah  Maslahah Mursalah. Maslahah Mursalah ialah 

penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan 

yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara, baik secara umum maupun 

secara khusus. Maksudnya adalah untuk menghilangkan kemadlorotan bagi 

manusia dan mewujudkan manfaat, al Qur’an dan al Hadits adalah untuk 

rohmatan lil alamin menciptakan kedamaian di dunia. 

Hal ini termasuk juga dalam sistem pegadaian syariah sebagai bagian 

dari sistem perekonomian yang ada dalam Islam. Pegadaian syariah menjadi 

nilai tawar dari sistem ekonomi Islam mengingat selama ini gadai syariah 

masih banyak menjadi rujukan dari masyarakat dalam melakukan transaksi 

gadai. Lantas yang menjadi pertanyaan selanjutnya mungkinkah sistem gadai 

syariah mampu menawarkan suatu pandangan yang baru dalam hal 

mensejahterakan masyarakat. 
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Hukum Ekonomi telah mengatur bahwa Islam memberi batasan yang 

sangat fleksibel sekali, sebagaimana tersebut didalam surat An-Nisa’ ayat 29 

yang berbunyi : 

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ  ...  أَن تَكُونَ تََِارةًَ عَن تَ رَاٍ  لَا تأَْكُلُواْ أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 ﴾٣٢﴿...مِّنكُمْ 

Artinya:”... janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka 

sama suka...”
21

 (Q.S. An-Nisa’: 29) 

Sistim transaksi hanya dibatasi dengan dilarang dengan cara yang batal 

(cara memperoleh harta dengan jalan yang tidak halal),  transaksi dengan 

suka sama suka diantara kamu (  نكُم  ini adalah memberikan ,(عَن ترََاضٍ مِّ

kebebasan yang amat luas dalam segala bentuk transaksi. Karena Hukum ini 

bersumber dari perjanjian yang dibuat bersama, maka apa yang ditulis 

didalam surat perjanjian tersebut bentuknya mengikat kedua belah pihak, dan 

masing-masing akan melaksanakan isi akad tersebut, akad itu harus tidak 

bertentangan dengan konsep-konsep dasar yang dituangkan didalam al 

Qur’an. 

Salah satu instansi yang menerapkan sistem syariah di Indonesia adalah 

Pegadaian Syariah Kota Metro. Pegadaian Syariah Kota Metro sebagai salah 

satu Pegadaian swasta yang ada di Kota Metro tidak mau tinggal bagian 

dalam mewujudkan sistem pegadaian yang sesuai dengan mayoritas agama 

bangsa Indonesia yaitu Islam. 
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Selanjutnya, mengenai penjualan barang gadai yang dilaksanakan oleh 

Pegadaian Syariah Kota Metro berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan 

bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan penjualan barang 

gadai yang ada pada Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dapat dilihat dari 

tahapan-tahapan penjualan barang gadai yang dilaksanakan oleh Pegadaian 

Syariah Kota Metro. 

Islam mengajarkan pada umatnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari 

kezaliman dan praktik ketidakadilan. Seperti halnya dalam aktifitas 

Pegadaian, Islam juga menganjurkan supaya kedua belah pihak tidak ada 

yang merasa dirugikan. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah 283 yang 

berbunyi : 

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ ولََْ تََِدُواْ كَاتبِاً فَرهَِانٌ مَّقْبُوضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُم بَ عْضاً 
هُ فَ لْيُ ؤَدِّ الَّذِي اؤْتُُِنَ أمََانَ تَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ ربََّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فإَِنَّ 

 ﴾٣٨٢هُ بِاَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿آثٌِِ قَ لْبُهُ وَاللّ 
Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). 

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; 

dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 

barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia 

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.
22

 (Q.S. Al-Baqarah: 283) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu prinsip Syariah adalah 

jujur, adanya perintah untuk menuliskan, atau adanya saksi dan lain-lain hal 
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ibi dimaksudkan agar tidak terjadi adanya pelanggaran terhadap prinsip 

syariah yaitu (riba, haram, zulm, ghoror dan maisir).  Bahwa gadai pada 

hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep mu'amalah dimana 

sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. 

Akad Ijarah di Pegadaian Syariah adalah akad yang tidak terpisahkan 

dengan akad Rahn, akad Rahn adalah merupakan serahterima Marhun antara 

Rahin dan Murtahin dan diterimanya Marhun bih oleh Rahin, sedangkan 

Ijarah terjadi setelah akad Rahn, serta Rahin didalam akad Ijarah tersebut 

dinyatakan sanggup dan setuju untuk membayar Ijarah sewa dari Marhun bih  

yang harus ditanggung oleh Rahin akibat dari akad Rahn. Rahin sebagai 

Musta’jir, Murtahin sebagai Muajjir.                   .  

Akad Ijarah adalah akad yang obyeknya merupakan penukaran 

manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan dengan imbalan, 

sama dengan seseorang, sesorang menjual manfaat barang, dalam akad ini 

dibolehkan menggunakan manfaat atau jasa. dengan suatu imbalan 

kompensasi. Dalam pelaksanaan Ijarah tersebut adalah nasabah (rahin) 

memberikan fee kepada Pegadaian (murtahin) ketika masa kontrak berakhir 

dan (murtahin)  mengembalikan (marhun) kepada (rahin).
23

 

Untuk menghindari adanya riba dalam transaksi Ijarah maka 

pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan: 

1. Harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase. 
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2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang   

mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi Ijarah. 

3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam Akad.
24

 

Pendapat para Ulama ahli Fiqih, yaitu Ulama Hanafiyah, Ulama 

Syafiyah, Ulama Malikiyah dan Ulama Hambaliyah berpendapat sama yaitu 

akad atau perjanjian untuk memiliki manfaat yang tertentu yang dibolehkan 

Syara’ dengan imbalan tertentu.
25

 

Perum Pegadaian Syariah mengharuskan adanya barang jaminan dari 

pihak yang memberikan gadai dengan tujuan apabila si debitur mengalami 

kerugian, pihak pegadaian tidak bisa menanggung resiko dikarenakan tidak 

ada barang jaminan. Barang jaminan tersebut dimaksudkan untuk 

meyakinkan pada pemegang gadai bahwa pemberi gadai akan memenuhi 

kewajibannya sebagaimana mestinya. 

Pelaksanaan gadai dalam perspektif Islam tidak dibolehkan untuk 

mensyaratkan seperti si penggadai mensyaratkan bahwa dia akan membayar 

hutangnya itu nanti pada saat sudali datang waktunya, namun kalau tidak, 

maka barang itu jadi milikmu (si penerima gadai). Syarat ini adalah merusak 

akad, dan tidak sah. Tetapi bagi Ulama Hanbaliyah dan sebagian Ulama 

Hanafiyah, serta mereka mengatakan "tidak rusak gadainya. dengan 

persyaratan ini. Karena kadang-kadang si pemberi gadai menyetujui syarat 

ini.
26

 

                                                 
24

 Ibid., h. 96 
25

 Ibid., h. 96 
26

 Wahbah Az-Zuhaily, Fiqhul Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikri, 1989), h. 145 
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Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 402 yang berbunyi 

“Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada 

penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta 

gadainya.”
27

 Hal ini dilanjutkan pada pasal 403 sebagai berikut: 

Pasal 403  

(1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi 

gadai untuk segera melunasi utangnya.  

(2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai 

dijual paksa melalui lelang syariah. 

(3) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya 

penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan. 

(4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan 

kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.
28

 

Selanjutnya, menurut Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-

MUI/III/2002 Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai bahwasannya 

Murtahin terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada Rahin paling 

lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan 

antara lain melalui : 

1) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat 

2) Dihubungi melalui telepon 

3) Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang 

                                                 
27

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Penjualan Harta Rahn Pasal 402 
28

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Penjualan Harta Rahn Pasal 402 
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4) Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang di daerah)
29

 

Pelelangan yang dilakukan mempunyai maksud ketentuan sebagai 

berikut : 

1) Ditetapkan harga semisal emas oleh pegadaian pada saat pelelangan 

dengan margin 2% untuk pembeli. 

2) Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan 

karena dapat menyebabkan kerugian bagi rahin. Karena itu, pihak 

pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa 

orang pembeli. 

3) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga 

jual, biaya pinjaman 4 (empat) bulan, dan sisanya dikembalikan kepada 

rahin. 

4) Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh 

pihak pegadaian kepada baitul mal.
30

 

Namun dalam kenyataannya, antara ketetapan yang ditentukan oleh 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-

MUI/III/2002 Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai dengan praktik 

yang dilaksanakan oleh pihak Pegadaian Syariah Kota Metro terdapat praktik 

yang sesuai dan tidak sesuai. Pelaksanaan penjualan barang gadai yang 

sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah terletak pada saat proses penjualan 

barang gadai yang mana dalam Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan 

bahwa pihak pegadaian harus memperingatkan kepada pihak penggadai 

untuk melunasi utangnya dan apabila tidak mampu melunasinya maka barang 

                                                 
29

 Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan Marhun  
30

 Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan Marhun  
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gadai akan dijual secara lelang. Selain itu, praktek Pegadaian Syariah Kota 

Metro yang juga sama dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah terletak 

pada sisa penjualan barang gadai yang sama-sama menyebutkan bahwa hasil 

penjualan barang gadai digunakan untuk melunasi utang penggadai, biaya 

penyimpanan barang gadai dan pemeliharaan, serta biaya penjualan. Namun 

dalam praktiknya, pihak Pegadaian Syariah Kota Metro membebankan 

kepada penggadai sebesar 2% untuk biaya penjualan barang, sedangkan 

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak menyebutkan persentase 

biaya penjualan barang. Selain itu, sisa hasil penjualan barang gadai dipotong 

lagi oleh pihak Pegadaian Syariah Metro untuk pembayaran administrasi 

tambahan sebesar Rp. 10.000,-/hari terhitung dari Surat Pemberitahuan 

Pelelangan barang gadai diberikan sebagai pembayaran denda keterlambatan 

pelunasan utang. 

Adapun pelaksanaan penjualan barang gadai yang sesuai dengan Fatwa 

Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pelaksanaan Penjualan 

Barang Gadai juga terletak pada saat proses penjualan barang gadai. Dalam 

Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan tentang 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penggadai untuk segera 

melunasinya. Sedangkan praktek Pegadaian Syariah Kota Metro yang tidak 

sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 terletak 

pada biaya penjualan dari harga penjualan yang mana biaya yang dibebankan 

oleh Pegadaian Syariah kepada pihak penggadai sebesar 2% sedangkan 

menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 biaya 
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yang dibebankan kepada pihak penggadai hanya sebesar 1%. Praktik yang 

tidak sesuai terletak pada sisa hasil penjualan barang gadai yang mana 

setelah barang terjual dipotong lagi untuk pembayaran administrasi tambahan 

sebesar Rp. 10.000,-/hari terhitung dari Surat Pemberitahuan Pelelangan 

barang gadai diberikan sebagai pembayaran denda keterlambatan pelunasan 

utang. 

 

 

 

  



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat 

dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 

Pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro 

yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah terletak pada saat proses 

penjualan barang gadai yang sebelumnya memberikan surat pemberitahuan 

terlebih dahulu, dihadiri oleh penggadai dan sisa penjualan digunakan untuk 

melunasi utang, biaya penyimpanan barang gadai dan pemeliharaan, serta 

biaya penjualan. Sedangkan praktek Pegadaian Syariah Kota Metro yang 

tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fatwa Dewan Syariah 

No: 25/DSN-MUI/III/2002 terletak pada sisa hasil penjualan barang gadai 

yang mana terdapat potongan untuk pembayaran administrasi tambahan 

sebesar Rp. 10.000,-/hari terhitung dari Surat Pemberitahuan Pelelangan 

barang gadai diberikan sebagai pembayaran denda keterlambatan pelunasan 

utang. Biaya penjualan yang dibebankan oleh Pegadaian Syariah kepada 

penggadai sebesar 2%, sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-

MUI/III/2002 hanya sebesar 1%. 
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B. Saran 

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan 

sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Pegadaian Syariah Kota Metro agar memberikan 

penghitungan hasil penjualan barang yang adil, transparan dan sesuai 

dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

2. Bagi pihak Penggadai agar lebih berhati-hati ketika akan menggadaikan 

barangnya. Apakah pihak gadai mampu melaksanakan sistem yang 

dibenarkan oleh syariah atau belum. 
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD) 

 

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP 

PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN 

SYARIAH 

 KOTA METRO 

 

 

A. WAWANCARA  

1. Wawancara Dengan Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kota Metro 

1. Bagaimana pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian 

Syariah Kota Metro? 

2. Barang-barang apa aja yang bisa digadaikan? 

3. Akad seperti apa yang digunakan dalam transaksi gadai? 

4. Bagaimana proses gadai yang dilaksanakan? 

5. Apa saja syarat-syarat dalam menggadaikan barang? 

6. Apakah ada jaminan yang harus diserahkan penggadai kepada pihak 

Pegadaian Syariah? 

7. Apakah saat pengembalian uang gadai pada keadaan jatuh tempo selalu 

diberikan denda? 

8. Bagaimana usaha pihak pengelola mengatasi penggadai yang tidak 

mau membayar uang hasil gadaiannya? 

9. Bagaimana mekanisme & prose penjualan barang gadai? 

10. Kapan biasanya proses penjualan dilaksanakan? 

11. Bagaimana tata cara penjualan barang gadai? 

12. Bagaimana apabila uang hasil penjualan barang gadai milik 

penggadai melebihi uang gadaian? 
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2. Wawancara Dengan Penaksir di Pegadaian Syariah Kota Metro 

1. Bagaimana proses pentaksiran barang gadaian selama akad? 

2. Apakah setiap memutuskan taksiran, anda yakin dengan harga yang 

anda putuskan? 

3. Apakah waktu penaksiran barang harus dihadiri oleh pemilik barang 

gadaian? 

4. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Pegadaian Syariah Metro 

ketika proses penaksiran barang? 

5. Apakah penaksiran yang anda lakukan telah sesuai dengan hukum 

ekonomi syariah yang benar? 

 

B. Wawancara dengan Pihak Rahin 

1. Berapa kali anda menggadaikan barang di Pegadaian Syariah Kota Metro? 

2. Barang apa yang anda gadaikan di Pegadaian Syariah Metro? 

3. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi? 

4. Biaya apa saja yang diminta oleh Pegadaian Syariah Kota Metro? 

5. Bagaimana saat anda membayar uang gadai tetapi dalam keadaan jatuh 

tempo, apakah anda diberi denda pada pihak Pegadaian Syarih Kota 

Metro? 

6. Apa ketentuan barang gadai yang akan dijual oleh Pegadaian Syariah 

Metro? 

7. Jika barang gadaian dijual, bagaimana ketentuan dalam pelunasan hutang 

anda? 

8. Apakah anda setuju dengan ketentuan-ketentuan tersebut? 

9. Apakah anda pernah mengalami kemacetan pembayaran yang 

mengakibatkan barang yang anda gadai dilelang? Jika pernah apakah 

dilakukan sesuai ketentuan? 

 

C. DOKUMENTASI 
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